
GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAEMH PROVINSI RIAU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN

PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimba]lg:

b.

GUBERNUR RIAU,

bahlva setiap omng berhak untuk bekeda dalam

mencapai hidup sejahtera, berhak atas kepastian,

jamina-n perlindungan dan kepastian hukum termasuk

Nelayan dat Pembudidaya lkalr di Provinsi Riau;

bahwa terdapat kerusakai pada lingkungal kawasan

perika-nar1 tangkap dan Pembudidaya Ika-n, munculnya

konflik antar kelompok masya.rakat Nelayan, da-n

perrnasalahal lainnya yang memerlukan upaya

perlindunga;r dart pemberdayaan Nelayan da-n

Pembudidaya lkan sebagai tanggungiawab Pemerintah

Daerah;

bahwa dip lukan pengaturan sebagai arah, pedoman,

landasan hukum dan kepastlan hu  kepada semua

pihak yang terkait dengan pembinaar  perlindungal

Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan humf c perlu

menetapkar Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya lkal'

C,

d.

1. Pasal 18 ayat (6) Undatg Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

Mengingat:
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2. Undang-Undang Nomor 61 Taiun 1958 tentang

3.

4.

5.

Penetapa-n Unda-ng-Undang Darurat Nomor 19 Teiun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Baiat, Jambi dan Riau (Lembamn

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagai Undang-Undang (Lembarai Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undarg-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi

Hasil Perikanan (l€mba,ran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 2690) ;

Undang-Undalg Nomor 19 Tailun 2003 tentaig Badan

Usaia Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahal Lemba-ran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahaar Lemba.ran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

dengal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undar.rg-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lemba-rat NegaJa

Repu blik lndonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbalgai Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan

Pemerhtah Daerah {Lembaru Nega-ra Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembamr

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 92, Tambaia;r Lemba,ran Negara Republik

lndonesia Nomor 4660);

7.



8.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan wilayah P€sisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telal diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Iahun 2007

tentang Pengelolaar Wllayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 2 , Tambahal l,embaran Nega,ra Republik

Indonesia Nomor 5490i;

Undalg-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenta-ng

Perseroan Terbatas (l.embaran Nega,ra Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 1O6, Tambahal Lembaral

9.

10.

Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosiat (Lembara-r.r Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2O09 Nomor 12, Tambalan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Nega,ra

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tamba}Ian

Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturar Perundang-undangan

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembamn Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

12.

13.
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14. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenratg

Pemedntahan Daemh (Lembarall Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, "tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-

Undang Nomor I Talun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg

Pemerintahar Daemh il,embara]1 Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarun

Negara R€publik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tenta.ng

Pedindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

Ikan, dan Petambak Gatam (Lemba.rar Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Peratumn Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial Per-usaiaan di Provinsi

zuau (Lembaralr Daerair Provinsi Riau Tahun 2012

Nomor 6).

15.

16.

Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dar
GUBERNUR RTAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, ya.ng dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
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2. Pemerintahan Daerah adalah PenyelenggaJaan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerinta-h Daerai dan DPRD

menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuar dengan

Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimala dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilal Ralg/at Daemtr yang selaljutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilar m]<yat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

4.

Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau beserta

Peraigkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerinta-han Daeral Provinsi Riau.

Gubemur adalah Gubemur Riau'

Swasta adalah perusahaan swasta, perusahaan

penanaman moda] asing, Badan Usaha Milik Negam

dan/atau Badan Usala Milik Daerah yang wilayah

kedalya berdampinga-n langsung dengan permukiman

Nelayan atau Pembudidaya lkan, da-n/atau wilayah

kerjanya bersentuhan langsung dengan daemh

penalgkapan Ikan Nelayan atau lokasi Budidaya Ikan.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi

yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarala

produksi perikanal, prasarana dan/atau sa.rana

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang

berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Riau.

Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh

kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, atau berdasaikan budaya dan

kearifan lokal.

9. Asuransi Pedkanan adalah perjanjian antara Nelayall

atau Pembudidaya IkaI darl pihak perusahaal asuransi

untuk mengikatkan diri dalam pertanggunga,n resiko

penangkapan lkan atau Pembudidayaan lkan.

5.

6.

7.

8.



10.

11.

16.

L2.

13.

t4.

15.

6

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh

perusahaaa penjamhan atas pem€nuha! kewajiban

finansial Nelayan dan Pembudidaya Ikan kepada

perusahaan pembiayaan dan bank.

Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan

Swasta da]am rangka memberikan rasa aman bagi

Nelayan dar Pembudidaya Ikan dalam melakukan usaha

pedkanan, terutarna dalam menghadapi permasalahan

tidak dapat melakukan usahanya ka,rena bencana a-lan

atau bencana non alam.

Pemberdayaan Nelayar} dan Pembudidaya Ikan ada.lah

upaya y€,ng dilakukan Pemerintah Daerah dan Swasta

untuk meningkatkar kemampuan Nelayan dan

Pembudidaya lkan untuk melaksalakan usaha

perikanan secara lebih baik.

Perikanarr adalah semua kegiatan yalrg berhubungan

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan

dan lingkungannya mulai dari praprcduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Ikan adalah segala jenis organisme yailg seluruh

ataupun sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam

lingkungan peraircri.

Nelayan adalah orang yang mata penca-l, arialnya

melatukan penangkapan Ikan dengan menggunakal

kapal perikanan berukuran paling besar 5 {lima) gross

lon (GT) dan orang yang mata pencahariannya

melakukan kegiatan Pembudidayaal Ikan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya seha,ri-hari.

Nelayan Kecil adalah Nelayan yang mela-kukal

penaagkapan lkan untuk rnemenuhi kebutuhal hidup

sehari-hari, baik yang tidal menggunaka,n kapal

penargkap Ikan maupun yang menggunakan kapal

penangkap lkan berukuran paling besar 10 (sepuluh)

gross 1on {GT).



18.

L7.

l

Nelayan Tradisional adalah Nelayan yalg melakukan

penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak

perikanan tndisional yang telah dimanfaatkan secaia

turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan loka].

Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan

tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan

Ikan.

19. Nelayan Pemilik ada.lah Nelayan yang memiliki kapal

penangkap lka,n yang digunakal dalarn usaia

penangkapa,n Ikan.

21.

(apal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung

lainnya yang digunakar untuk melakukal
penangkaparl lkan, laendukung operasi

penangkapan lkan, Pembudidayaan lkan,

pengangkutan Ikan, pengolahan lkan, pelatihan

perika-nan, dal penelitial/eksplorasi perikanan.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk

metnelitlara, membesarkarr, dan/atau membiakkan

Ikan serta laemanen hasikrya dalam lingkungan
yaig terkontrol termasuk kegiatan yatg

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,

dan / at av mengawetkannya.

Bencala alam adalah sega]a jenis bencana yang

sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau

pengaruhnya berasal dari a1am, seperti: banjir, tanah

longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi,

kekeringan. algin ribut dan tsunami-

Bencana non alan adala1- berlcana yaig

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa

non alam antara lain berupa gagal Gknologi, gagal

mode nisasi, epidemik, wabah petlyaLit, kebakaran

hutan, kebakaran lahan dan kebakaran

Dermukiman.

20.

22.

23.
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24. Mitigasi ada,lai serangkaian upaya meng'rrangi

resiko bencana, baik melalui penggunaan fisik

maupun penyadaran dan peningkatan kernampuan

menghadapi bencana.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya

Ikan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;

b. kemandirian;

c, kebermanfaatan;

d. kebersamaan;

e. keterpaduan;

f. keterbukaan;

g. efisiensi-berkeadilan;

h. keberlanjutan;
i L-"-ia h re.aa n'

j. kearifan lokal; dan

k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya

lkan bertujuan untuk;

a. menyediakaa prasarana dan sarana yang dibutuhkan

dalam mengembangkaa usaha;

b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutal;

c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan

Pem h, rlirl erre I lzan'

d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya

Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam

menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju,

modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip

kelestarian lingkungan;
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e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan

pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;

f. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim,

serta pencemaran; dan

g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta

bantuan hukum.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya lkan meliputi:

a. perencanaan;

b. penyelenggaraanperlindungan;

c. penyelenggaraanPemberdaYaan;

d. pendanaan dan pembiayaarr;

e. pengawasan; dan

f. partisipasimasyarakat.

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, berkewarganegaraan Indonesia dan

berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Riau.

(2) Selain untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Peraturan

Daerah iniberlaku juga bagi keluarga Nelayan dan

Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan

pemasaran.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {l)
meliputi:

a. Nelayan Kecil;

b. NelayanTradisional;

c. Nelayan Buruh; dan

d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap lkan,

baik dalam satu unit maupun dalam jumlahkumulatif

lebih dari 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT

yang dipergunakan dalam Usaha Penangkapan lkan.
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Pasal 7

(1) Pembudidaya lkan sebagairnana dima.ksud dalam Pasa] 5

ayat (1) meliputi:

a. Pembudidaya lka-r} Kecil;

b. Penggarap Lahan Budidaya; dan

c. Pemilik Lahan Budidaya.

(2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) humf a ditentukal dengan kdteria:

a. menggunalan teknologi sederhana; da.n

b- mela-kukan Pembudidayaan lkan dengar luas lahan:

1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk

kegiatan:

a) pembenihan Ikan paling luas 0'75 {nol

koma tujuh Puluh lima) hektar; dan

b) pembesaran Ikan paling luas 2 {dua}

hektar.

2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk

kegiatan:

a) pembenihan lkan paling luas 0,5 {nol

koma lima) hektar; dan

b) pembesaran lkar paling luas 5 (lima)

hektar.

3. usaha Pembudidayaan lkan air laut untuk

kegiatan:

a) pembenihaa Ikan paling luas 0,5 {nol

koma lima) hekta-r; dan

b) pembesaranlkan paling luas 2 idua)

hekta-r.

(3) Pemilik Lahan Budidaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:

a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi

semi-intensif; dan

b. memiliki hak atau izin atas laha-n:

1. usahaPembudidayaan Ikan air tawal untuk

kegiatan:
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aJ pembenihan Ikan lebih da.ri o,75 {nol koma

tujuh puluh lima) hektar sarlrpai dengan

5(1ima) hektar; dan

b) pembesaran Ikan lebih dad 2 {dua) heltar
sampai dengan 5 (lima) hektar.

2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk

kegiatan:

a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 {nol koma

lima) hektar sampai de ngan 5 (lima)

hektar; dan

b) pembesaran lkan lebih da.ri 5 {lima) hektar

sampai dengal 15 {lima belas) hektar.

3. usaha Pembudidayaan Ikan ail laut untuk

kegiatai:

a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 {nol koma

lima) hektar sampai dengan 5 {lima)

hekta.r; dan

b) pembesaian Ikan lebih dari 2 (dua) hektar

sainpai dengan 5 (lima) hektar.

BAB 1I1

PERENCANAAN

Pasal 8

{1) Perencalaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

dan Pembudidaya Ikar dilakukal secaJa sistematis,

telpadu, terarah, menyelumh, transparan, dan

akuntabel.

{2} Perencanaar sebagaimara dimaksud pada ayat (1i harus

dilakukan dengan berdasarkar pada:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkunga,n;

b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaarr

perikanan Daerah;

c. potensi lahal dar air;

d. rencana tata rualg wilayah;
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e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil, rencana tata ruang laut Daerah, dan rencana

zonasi kawasan laut;

f. perkembangan ilmu pengetahuan dal} teknologi;

g. kebutuhan sarana dan prasarana;

h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian

dengan kelembagaan dan budaya setempat;

i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

j. jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 9

Untuk penentuan jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j,

Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan didalam pencatatan

administrasi kependudukan.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

merupakan bagian yang integral da.i:

a. rencana pembangunan Daerah; dan

b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 1

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 12

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintai Daerah dilarang membuat kebijakan yang

berlentangan dengan upaya Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan,
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Pasal 13

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ditetapkan oleh Peme.intah Daerah berdasarkan pada

kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan.

(2) Strategi Perlindungan dilakukan melalui:

a. penyediaan prasarana usaha perikanan;

b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;

c. jaminan kepastian usaha;

d. jaminan resiko penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan Ikan;

e. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;

I pengendalian impor komoditas perikanan;

g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan

h. fasilitasi dan bantuan hukum.

{3) Strategi Pemberdayaan dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. pen).uluhan dan pendampingan:

c. kemitraan usaha;

d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

informasi; dan

e. penguatankelembagaan.

Pasal 14

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

danPembudidaya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan

Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan

pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada

tingkat Daerah.

(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya lkan, baik jangka pendek, jangka

menengah, maupun jangka panjang.
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Pasal 15

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat

(1) terdiri atas:

a. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan di Daerai;

b. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan di Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya lkan di Daerah menjadi pedoman untuk

menyusun perencanaan perlindungan dan

pemberdayaan pada tingkat Kabupaten/ Kota.

(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan di Daerah dan Kabupaten/Kota

menjadi pedoman untuk merencanakan dan

melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam hal Perlindunga,n dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya lkan
berwena-rig:

a. melaksalal<an kebijakan pengelolaan sumber daya

kelautan dan Ikan di wilayah pesisir, laut, pulau-

pulau kecil dan perairan umum daratan;

b. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota

terkait kebijatan penataan ruang laut dan perairan

umum daratan, sesuai dengan peta potensi diwilayah

Iaut, pesisir pantai dan perairal umum daratarr;



s.

c.

J.

h.

1.

t.

melaksanakar koordinasi dengan Kabupaten/Kot^

dalam menetapkan lencana tata ruang wilayah,

rencala zonasi wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil

dan perairan umum da.ratan untuk kegiatan usa,ha

dan permuki]aar Nelayan;

melaksanakarr pengawasan dan penegakan hukum

di wilayah laut kewenangan Daerah dan memberikan

informasi apabila terjadi pelanggaran di bidarg

perikanal dan pemarfaatan wilayah pesisir dar)

pulau pulau kecil;

mel,aksalaan kebiiakan pengelolaan terpadu dan

pemanfaatat] sumber daya laut attar
Kabupaten/ Kota dalam wilayah;

melaksanakan kebiiakan perizirl.an terpadu

pengelolaan dan pelalanfaatan wilayah laut;

melaksa-naan kebijakan dalam ralgka pemberdayaal

masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota dalam

wilayah;

melaksanakan dan koordinasi perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan plasma ruttfah sumbet

daya ikan;
melaksarlal<a-n kebijakan pengelolaan lingkungall

biota laut sebagaibentuk perlindungan terhadap a-rea

konserwasi guna perlindungan dal pelestarian

plasma nutfcthsumber daya Ikal bagi Nelayan;

mendukung pembuatan dalr penyebarluasan peta

pola migrasi dan penyebarar tkal diperairuI wilayah;

mengendalikan pemberian izin penangkapan dan

atau pengangkutan IkaI yang menggurlakan kapal

perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30

GT dan penggunaarl tenaga kel]a asing dalam mngka
perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;

menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan

perikanan;

melaksanakan kebijakan usaha perikanal tarrgkap,

perikana-rr budidaya dan pengolahan lkarl dalam

wilayah kewenangaal Daerah;

m.



n.

o.

q.

melaksanakan kebijaka,n pemberdayaan masyarakat

Netrayan dan Pembudrdaya Ikan;
melaksarrakarl kebUakan peningkata-n kelembagaan

dan ketenagakedaan perikanan tangkap, perikanan

budidaya dan pengolaha'rl Ikal;
melaksanakan kebijakan sistem perrnodalan,

promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap,

perikanan budidaya dan pengolahan Ikan; dan

nelaksaiakarl koordinasi kepada Perusaiaan Swasta

ya-ng wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan

lokasi tangkap Nelaya-rl dan atau lokasi Pembudidaya

Ikan dalam rangka peran swasta dalam bentuk

Targgung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR

(corporate social responsibilitgJ.

BAB V

PENGELOMPOKAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal18

Nelayan dikelompokkarr berdasarkan asal sesuai letak

geografisnya, terdid dari:

a. Nelayan pesisir lauU

b. Nelayan perairal umum datatan (sungai, waduk,

rawa dan kola'1n).

Nelayan penangkap Ikan dikelompokkan berdasarkan

tempat usaha perikanannya, terdiri dari:

a. Nelayar diperairan pesisir pantai;

b. Nelayan diperairan laut; dan

c. Nelayan diperairan umum daratan {sungai, danau

dan rawa).

Nelayan da]] Pembudidaya Ikan dikelompokkal
trerdasarkan jenis usaha,nya, terdiri dari:

a. budldaya Ikan dilaut {keramba jaring apung};

b. budidaya Ikan di pantai (tar11ba-k lkan/udang,
budidaya Ikan dalara keaamba jaing apung,

rumput laut dengan sistem rakit dan tali ns/ long

linelt

(1)

(21

(3)
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c. budidaya Ikan disungai (keramba apung, larlng

tancap); da.rl

d. budidaya Ikan dikolam.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas

Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 20

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi

sebagaimara dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagial Kedua

Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Usaha

Perikanan;

(2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

n'.1' -\raf r1) hFlih,,fi'

a. prasarana PenangkaPan Ikan;

b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan

c. prasarana Pengolahan dan Pemasaran.
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(3J Prasarara Penangkapan lka.n sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf a paling sedikit meliputi;

a. stasiun pengisian bahan baka-r minyak dan sumber

energi lainnya untuk Nelayan;

b. pelabuhan perikalan yang terintegmsi dengarr

tempat pelelangan lkan;

c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;

d. alur sungaj dar mua.ra;

e. jaringan listrik, jaringal telekomunikasi, dan air

bersih; dan

f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau
pembekuan.

{4) Prasarara Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2J huruf b paling sedikit meliputi:

a. lahan dafi air;

b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber

energi lainnya untuk Pembudidaya lkan;

c. saluran pengairan;

d. jalan produksi;

e. ja-ringan listrik dan jaringan telekomunikasi;

f. instalasi penenganan limbah; dan

g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin,

dan/ ata,J pembekuan.

{5) Prasarana Pengolahan dari Pemasa,ran sebagaimara

dimaksud pada ayat {2} huruf c paling sedikit meliputi:

a. tempat pengolahan Ikal;
b. tempat penjualan hasil perikanan;

c. jala.n distdbusi; dan

d- insta-lasi penanga-nan limbah.

Pasal22

{1i Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat

menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Usaha

Perikanan sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 21 ayat

{2) yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya lkan.
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(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku

Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola

Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 23

Nelayal dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarga Nelayan

dar Pembudidaya lkan yalg melal<ukan pengolahan dan

pemasaran, berkewajiban memelihara Prasarana Usaha

Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 
^y^t l2).

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan

dan Pembudidaya lkaa, dalam memperoleh Sarana

Usaha Perikanan paling sedikit melalui:

a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan;

dan

b. pengendalian harga sarana usaha perikanan.

(2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. sarana Penalgkapan Ikan;

b. sarana Pembudidayaan lkan; dan

c. sarana Pengolahan dan Pemasaran.

(3) Sarana Penangkapan lkan sebagaimara dimaksud pada

ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. kapal penangkap lkan yang laik laut, laik tangkap

Ikan, dan laik simpal Ikan;

b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan

lkan;

c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya:

dan

d. air bersih dan es.
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(4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

a. induk, benih, dan bibit,

b. pakan;

c. obat lkan;

d. geoisolator;

e. air bersih;

I laboratorium kesehatan lkan;

g. pupuk;

h. alat pemanen;

i. kapal pengangkut Ikan hidup;

j. bahan bakar min;ak dan sumber energi lainnya;

k. pompa air;

1. kincir; dan

m. keramba jaring apung.

(5) Sarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

a. peralatan penampungan Ikan hidup;

b. peralatan penanganan Ikan;

c. peralatan pengolahan hasil perikanan;

d. peralatan ran [ai dingin.

e. peralatan pemasaran hasil perikanan;

f. alat angkut berpendingin:

g. es; dan

h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

(6) Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari

produksi dalam negeri.

Pasal 25

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan

Sarana Usaia Perikalar-r sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat lI) humf a dan huruf b yang dibutuhkan Nelayan dan

r r rrruuuruaja !^arr.
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Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha

dalam menyediakan Sarana Usaha Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan hur-uf

c.

Pasal2T

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi;

a. air bersih dan es kepada Nelayan;

b. induk, benih. bibir, pakan, dan obat lkan kepada

Pembudidaya Ikan Kecil.

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat

kualitas, dan tepat jumlah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 28

(1) Untuk menja.oin kepastian usaha, Pemerintah Daerah

berkewajiban:

a. menciptakan kondisi yang menghasilkan dan harga

Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan

P--hr rlirl a-a lLan'

b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan

perairan, perairan pesisir, dan laut;

c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan

pengolahan; dan

d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam

hubungan usaha penangkapan lkan dan

Pembudidayaan Ikan.
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(2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan:

a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas

perikanan;

b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar

lelang;

c. memberikan jaminan pemasaran lkan melalui resi

gudang;

d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;

e. menyediakan sistem informasi terhadap harga lkan

secara nasional maupun internasional; dan

f. mengembangkan sistem rantai dingin.

(3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi

serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil untuk penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan Ikan; dan/atau

b. Pemerintah Daerah menetapkan rencana tata ruang

wilayah untuk Pembudidayaan lkan, pengolahan

dar-r pemasaran.

(4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diiakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan-

(5) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

wajib dilakukan dengan memberikan rualg penghidupan

dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan

Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 29

(1) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah menugasi badan

atau lembaga yang menangani komoditas Perikanan.



12)
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Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi:

a. menjamin ketersediaan lkan;

b. mendukung sistem logistik Ikan; dan

c. mewujudkan harga Ikan yang menguntungkan bagi

Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran

komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) huruf a.

Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan

dilakukan melalui:

a, pgnyrmpanan;

b. transportasi;

c. pendistribusian;dan

d. promosi.

Pasal 31

Pemilik dan Penyewa Kapal atau Pemilik Lahan Budidaya

dan Penyewa Lahan Budidaya yang melakukan kegiatan

penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan

melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan

Buruh, atau Penggarap Lahan Budidaya harus membuat

perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasii secara tertulis.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan

Tradisional, Nelayan Buruh, dan Penggarap Lahan

Budidaya dalam membuat perjanjian kerja atau

perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(1)

\2)

(1)

l2J
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(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan

bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan

kearifan lokal.

Pasal 32

(1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan lkan

dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat

hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan

penyelesaian sengketa.

(2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat

jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa,

dan kemitraan usaha.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {t}
dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada

ayat 12) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada

Nelayan dan Pembudidaya Ikan atas resiko yang

dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan lkan;

(2) Resiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya lkan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:

a. hilang atau rusaknya Sarana Penangkapan Ikan

dan Pembudidayaan Ikan;

b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan

dan Pembudidaya Ikan;dan

c. jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan

Gubernur.
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(3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. bencana alam;

b. wabah penyakit lkan;

c. dampak perubahan iklim; dan/atau

d. pencemaran.

(4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis resiko lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan

dalam bentuk Asuransi Perikanan,

(5) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurul b diberikan dalam bentuk:

a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau

b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan

ketenluan peraturan perundang unda ngan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses penjaminan

kepada Nelayan darr Pembudidaya Ikan guna meningkatkan

kapasitas usaha perikanan Perusahaan Penjaminan.

Pasal 35

{1) Pemerintah Daerah dapat menugasi Badan Usaha Milik

Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi

Perikanan; dan

(2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan dan

Pembudidaya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan;
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{2} Fasilitasi sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) meliputi:

kemudahan pendaitaran untuk menjadi peserta;

kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan

Pembudidaya lkal, dan Perusahaan Asuransi;

dan/atau

bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan

asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan

Tradisional, da,n Pembudidaya Ikan Kecil, sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah.

a,

b.

c.

d.

Pasal 37

Setiap orang ya.ng melakukar usaha perikanar wajib

memberikan perlindungar atas resiko penangkapan lkan dan

Pembudidayaan lkan pada N€layan Buruh dan Penggarap

Lahan Budi Daya, mela.lui:

a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; dar
b. asurarsi jir,la unruk kehilangar jiwa.

Pasal 38

Ketentua-n lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan

atas rcsiko sebagaima-na dimaksud daiam Pasal 33 ayat (1)

dan fasilitasi sebagaimara dimaksud da]am Pasal 36 ayat (1)

diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktek Ekonomi Biaya Tinggi

Pasa] 39

(1) Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dilakukat

dengan:

a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yattg

terkait dengan penangkapan Ikan, Pembudidayaan

Ikan, pengolahan, darr pemasa.ran bagi Nelayan

Kecil dan Pembudidaya IkanKecil termasuk keluarga

NelayaJl dal Pembudidaya Ikan yang melakukan

pengolahan dan pemasaran; dan
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b. membebaskan pungutan usaha perikanan, baik

berupa pajak maupun relribusi bagi Nelayan Kecil

dan Pembudidaya lkan Kecil, termasuk keluarga

Nelayan dan Pembudidaya lkan yang melakukan

pengolahan dan pemasaran.

(2) Untuk menghapus praktek ekonomi biaya tinggi,

Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem

perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh

Pengendalian lmpor Komoditas Perikanan

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah mengendalikan impor komoditas

perikanan.

Pengendalian impor komoditas perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan

tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu

pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif

dan standar mutu.

Dalam hal impor komoditas perikanan, cubernur harus

mendapatkan rekomendasi dari M€nteri yang

membidangi ur-usan kelautan dan perikanan.

(2)

(3)

Setiap orang dilarang

tidak sesuai dengan

pemasukan, dan/atau

oleh Gubernur.

Pasal 41

mengimpor komoditas perikanan yang

tempat pemasukan, jenis, waktu

standai mutu wajib yang ditetapkan

Raoian l{cdclanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan

jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan

Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Daerah.
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Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan
jaminan keamanan bagi Pembudidaya lkan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan

Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rlilalz,rl:qn rlenoan'

a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi

Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan; dan

b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan

bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam

melakukan penangkapan Ikan secara cepat, tepat,

aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan

memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan

Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahaa dan

pemasaran yang mengalami permasalahan dalam

menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

12)

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan

melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayal

(3).
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Pasal 46

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan

Nelayan dal Pembudidaya Ikan.

Pasal 47

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam

rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudidaya lkan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Pasal 48

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggara&arr

pelatihan perikanan kepada Nelayan dan Pembudidaya

Ikan termasuk keluarganya.

Pelatihan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit berupa:

a, pemberian pelatihan perikanan dan pemagangan di

bidang Perikanan

b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang

Usaha Perikanan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian

dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

termasuk keluarganya melalui pelatihan perikanan.

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga

yang terakr:editasi dapat melaksanakan pelatihan

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2J
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Pasal 50

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui penyelenggaraan:

a. pendidikan formal dan nonformal; dan

b. pemagangan.

Bagian Ketiga

Penl.uluhan dan Pendampingan

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyr.rluhan dan

pendampingan kepada Nelayan dan Pembudidaya lkan,

termasuk keluarganya.

(2) Pemberian fasilitas peny-uluhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penl'uluhan

dan penyediaan Penl'uluh.

(3) Penyediaan Penyr.rluh sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang Penyuluh

dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan perikanan.

(4) Penl'uluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dapat dilakukan oleh Penlmluh.

(6) Pen''r-rluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan

Usaha Perikanan.

Pasal 53

(1) Kemitraa-n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat

dilakukan dalam:

a. praproduksi;



b. produksi;

c. pascaproduksi;

d. pengolahan;

e. pemasaran; dan

f. pengembangan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus

dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

lnlormasi

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

informasi.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kerjasama alih teknologi; dan

c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudidaya

Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi,

dan informasi.

Pasal 55

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat info{masi

tentang:

a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;

b. potensi lahan dan air;

c. sarana produksi;

d. ketersediaan bahan baku;

e. harga Ikan;

f. peluang dan tantangan pasar;

g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;

h, wabah penyakit lkan;
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i. pendidikan, pelatihan, penyrrluhan, dan

pendampingan; dan

j. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Pemerintah Daerah yang berwenang terhadap informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf l,

huruf g, dan huruf h berkewajiban mengkoordinasikan

kepada Pusat Data dan Informasi Perikanan.

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus akurat dan cepat berdasarkan data

rzrno mr riaLhir

Data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disajikan secara akurat,

mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat

oleh Nelayan, Pembudidaya lkan, termasuk keluarga

Nelayan dan Pembudidaya Ikan yarg melakukan

pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha

dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam

Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk

pengembangan kelembagaan yang telah terbent uk.

Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah

berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya

kelembagaan.

Pengembangan dan pembentukan kelembagaan

dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya,

norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

(3)

(41

(s)

(1)

(2)

(3)



Pasal 57

(lJ Kelembagaan sebagaimana dimatsud dalam Pasal 56

ayat (1) dapat berbentuk:

a. pranata sosial yang berdasa.rkan budaya setempat;

b. kelompok Nelayan;

c. kelompok Usaha Bersama;

d. kelompok Pembudidaya lkan; dan

e. kelompok Pengolaha].I daf} Pemasarar Hasil

Perikanan.

{2) Kelembagaan sebagaimaia dimaksud pada ayat (f} dapat

membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan

usaha yartg dimiliki oleh Nelayan dar Pembudidaya lkan,

termasuk keluarga Nelayan da! Pembudidaya Ikan yarrg

melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasai 58

Kelembagaar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat {1)

sebagai wadah pembelajaran, ke{asama, dan tuka,r menukar

informasi untuk menyelesaikan masalah da]am melakukan
rr eaha hFrilzahrh

Pasal 59

Kelembagaan sebagaimala dimaksud dala{n Pasal 56 ayat (1}

bertugas:

a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok

dalam mengembangkan usaha pedkanan yang

berkelanju tan;

b. memperjualgkan kepentingan anggota atau kelompok

dalam mengemba-ngkan kemitraan usaha;

c- menampung dan nenyalurkan asptasi anggota atau

kelompok; dart

d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau

kelompok dalam usaha perikalal,



Pasal 60

(1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang

dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya lkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat {2) berfungsi

untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan

investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan

dan Pembudidaya Ikan.

(2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang

dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya lkan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

bertugas:

a. mengembangkan kemitraan usaha;

b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan;

dan

c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan

sesuai dengan kemampuan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6l
Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha

Perikanan melalui:

a. lembaga perbalkan;

b. lembaga pembiayaan; dan/atau

c. lembaga penjaminan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukar penjaminan oleh Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 63

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan

pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil,

Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan

Kecii, Penggarap Lahan Budidaya, termasuk keluarga

Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan

pengolahan dan pemasaran.

Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha

Perikanan; atau

b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa

penjaminan; dan/atau

c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana

program kemitraan dan bina lingkungan dari badan

usaha.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 64

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dar Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah

menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan,

baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk

melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan.

Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan usaha

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Badan

Usaha Milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk

unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan

menengah, termasuk usaha perikanan.



(3)

(4)
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Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditaksanakan

dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan

persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan

prinsip kehati-hatian.

Penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan

kebutuhan pembiayaar.r sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dapat

dilakukal oleh bartk swasta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan.

Pasal 66

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau
pembiayaan usaha perikanan, pihak bank berperan aktil
membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan agar:

a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau
hFmhiava.h.lan

b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 67

Dalam melaksanakan Peilindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya lkan, Pemerintah Daerah dapat

menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk

melayani Nelayan dan Pembudidaya lkan dalam memperoleh

pembiayaan usaha perikanan, baik dengan pdnsip

konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan,
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Pasal 68

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan

pembiayaan usaha perikanan dengan prosedur yang

sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-

hatian.

Pasal 69

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau
pembiayaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, pihak

Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, agar:

a. memenuhi peisyaratan memperoleh kredit dan/atau

Pr rrruraj aa' r,uarr

b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 70

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan bagi

Nelayan dan Pembudidaya lkan, dapat dilakukan oleh

lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan

peratura n perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lembaga Penjaminan

Pasal 71

Pemerintah Daerah dapat menugasi Badan Usaha Milik

Daerah di bidalg penjaminan untuk melaksanakan

penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap

Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga

Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan

pengolahan dan pemasaran.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

12)
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BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT NEI-AYAN DAN

PEMBUDIDAYA IKAN SERTA SWASTA

Pasal72

(1) Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan

berpera-n attif dalam upaya meningkatkal
kesejahteraannya dengan cara merlcari peluang

usaha di bidang perikarlarr dibantu melahii
pendampilgan yang dilakukan oleh Pemerintatr

Dae rah termasuk pihak lain.

(2) Masyarakat Nelaya,n dan Swasta ikut berperan aktif
membantu Pemerintah Daerall dalam melaksanakan
perlindungan t€rhadap a.rea konservasi dala1n mngka

pelestarian, dan pemanfaatan plasftta nutfo,l,s].rmber

daya Ikan.
(3) Swasta berkoordinasi dengan Pemerjntatl Daeratr

dapat membantu upaya peningkatan kesejahteraa,n

masyarakat Nelayan dar! Pembudidaya Ikan
sebagairaarla dimaksud pada ayat (1) nelalui dana

corporate social resporlsibility (CSR) dalam bentuk

bantuan modal usaha bersama, pendampingan usaha

{Sa{ara Pendarrrping/ Penyuluh Perikana-n

Swaka-rsa), perbaikan lingkungan perairan dan lain-
lain.

(4) Perai serta Nelayan dalam bentuk Kelompok Usaha

Bersama, berkewajiban menyampaikan laporarr

kegiatan dan perkembangan dari pelaksa.naan

program yar1g diadakan Pemertltah Daeratr dan



{1)

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 73

Untuk menjanin tercapainya tujuan Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ika,n di

Daerah, dilakukan pengawasan terhadap kinerja
perencanaan dal pelaksanaan,

Pengawasan sebagaimana dimal<sud pada ayat {1)

meliputi pemantaual, pelaporan, dan evaluasi.

Pengawasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilalsanakan oleh Pemerintah Daerah.

Da.lam melaksanakan pengawasan sebagaimala

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat

melibatkan masyarakat dalam pemattauan dan

pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Ketentuan lebih laljut mengenai tata carca pengawasan

diatur dalam Peratural Gubernur.

(2)

(3)

14)

{s)

(1)

BAB XI

LARANGAN

l2J

i3)

Yasa), t+
Nelayan dan Pembudidaya Ikan dila-rang menggunakan
fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukkannya
dan/atau menyalahgunakan bantuan fasilitas yang

diberikan oleh Peme rintah Daerah.

Fasilitas sesuai peruntukkarr yang dimaksud pada

ayat (1) berkaitan dengan sara.na da'rl prasarana

penangkapan Ikar dan Pembudidayaan lka-n.

Petugas yarg laelabartu peningkatan kesejahteraan

Nelayar dan Pembudidaya Ikan baik karena akibat

bencana maupun dalam rangka pelaksanaan program

peningkatan ekonomi dilararg memungut darl atau

meminta sesuatu imbalar dalam bentuk apapun

kepada Nelayan dan Pembudidaya lkan.
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BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75
(1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat \l) dikenakal sanksi

administrasi berupa:
a fad rrah liaan.

b. teguran tertulis; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimaia

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikenakai sanksi

berupa:
A fFdrrAn Aan / atar

b. penundaal pangkat selama l lsatu) periode.

BAB XIII

KDIENTUAN PIDANA

Pasal 76

(1) Barang siapa terbukti menyalairgunatar-r balltuan
fasilitas untuk kepentingan yang lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 
^yaI 

(I) termasuk dalam

kualifikasi perbuatan pidana korupsi dan berlaku

Undalrg-Undarrg Tinda-k Pidana Korupsi.

(2) Barang siapa terbukti melakukan perbuatan pidana

dengan cara menjanjikan, memberi, dan menerima

sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 74 ayat (31

tergolong dalam perbuatar pidana gratifikasi.
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BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal,77

Dengan berlakunya Peraturar Daerah ini, semua peraturan

pelaksanaan yalg bersifat teknis dinyatakan tetap berlaku

selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkal
pengundaIlgan Peraturarl Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembara:r Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 28 Des 18

IN HASYIM

Pada tangga-l 28 Dese

SEKRETARIS D I RIAU,

H. AHMAD 

LEMBARAN DAERAH PRO\,'INSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 23

Diundangkan di Pekanbaru

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR | (2334al2OIa).

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
Disalinkan tanggal 28 Februari 2018
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN

PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalalr melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah da.rah Indonesia, memajukan kesejahteraar umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, sefia mewujudkan keadilal sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia sesuai dengal amanat Pancasila dan Undaltg-

UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sa-la-h satu filosofi

dasar pembangunan balgsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Oleh karcna itu, setiap warga Negara Indonesia

berha-k dan wajib sesuai dengal kemampuannya ikut serta dalam

pengembangan usaia untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di

bidarg perikanan.

Sejalan dengar amanat Pancasila dan Undang-Undarlg Dasar Nega-ra

Republik Indonesia Taiun 1945, salah satu tujuan pembangunan

pedkanan dan kelautan dia-rahkan, anta-ra lain untuk meningkatkan

sebesar-besamya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya lkan. Selama

ini Nelayan dan Pembudidaya Ikaal tersebut telah memberikan kontribusi

yang nyata dalam pembangunan perika,nan dan kelautal serta

pembanguna-n ekonomi masyaral:at pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan

yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudidaya lkan.

Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antaJa lain adalah ancaman

k€tersediaan bahan bakar minyak, pencurian Ikan, penangkapan Ikan

berlebih louetfishingl, serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang

laut. Masa-lah husial yarg dihadapi Pembudidaya Ikan, terutama terletal<

pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan

induk, bibit/benih, dan pakan yarg terjangkau. Secara faktual Nelayan

dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau mayoritas miskin, sefta prasarana,

sarala, akses pendaaaa:r, dan pernbiayaan terbatas.
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Sehubungan dengal itu, tingkat pendapatan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan berdampal< langsung kepada keluarga Nelayan dart

Pembudidaya lka-n yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil

Usaha Perikanan. Isted/suami dan anal< dari Nelayan dan Pembudidaya

Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara

sederhara/tradisiona,l dari hasil tangkapan atau budidaya untuk
mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional

dengar harga yang rclatif rendah untuk mendukung ekonomi keluargalya.

Atas dasar permasalallan yang dihadapi oleh Nelayan dan

Pembudidaya Ikan, diperlukan Perlindungan dan Pemberdayaar Nelayan

dar Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau, termasuk keluarga Nelayan dan

Pembudidaya Ikal yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Saat ini Peraturan Daerah yang terkait dengan kelautan dan

perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur P€rlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya lkan, sehingga aturan yang ada

kurang memberikan jaminan kepastian hukum sefta keadilaa bagi Nelayaa

dan Pembudidaya Ikan. Aga,r upaya Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau mencapai sasaran yang

maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturar Daemh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa.l I
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan'asas kedaulatan' adalah Penyelenggaraan

Perlindungan darl Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

dilaksanakan dengarr menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan dan

Pembudidaya lkan yang memiliki hak untuk mengembangkar did.

Huruf b

Yarrg dimaksud dengarr 'asas kemaldirial" ada.lah Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ika,n

hams dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan

kemampuan sumber daya dalam negeri,
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Hurufc
Yarg dimaksud dengan "asas kebemanfaatan' adalah

penyelenggar"aan Perlindungan darPemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan harus bertujuan memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup ra-kyat.

Huru{ d

Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaal' adalah

Penyelenggaraar Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya lkarr haJus dilaksanakan seca,ra bersama-sama oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaia, dan

masyarakat,

Huruf e

Yang dimatsud dengan 'asas keterpaduan" adalal Penyelenggaraal

Perlindungal dan Pemberdayaal Nelayan dal Pembudidaya Ikan

harus menyerasikan berbagai kepentingan yangbersifat lintas

sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f
Yarg dimaksud dengan 'asas keterbukaan" ada-lah Penyelengga,raan

Perlindungar dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikart

harus dilaksanakal dengal memperhatikan aspirasi Nelayan darl

Pembudidaya Ikan seita pemargku kepentingan lainnya yang

didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh

masya,rakat.

Huruf g

Yarg dimaksud dengai "asas efisiensi-berkeadilan" adalalt

Peny€lengga,raar Perlindungan danPemberdayaan Nelayat dan

Pembudidaya Ikan hams memberikan peluang dan kesempatan

yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara

sesuai dengan kemampuannya-

Huruf h

Yang dimaksud denga! "asas keberlanjutan" adalail

Penyelenggaraall Perlindungan dan Pemberdayaal Nelayan dan

Pembudidaya Ikan ha.rus dilal<salakal secata konsisten dan

berkesinambungan untuk menjamin peniagkatan kesejahteraan

Nelayan dan Pembudidaya Ikal.
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Hurufi
Yang dimaksud dengan "asas kesejalteraan' adalall

Penyelenggaraal Perlindungal dan Pemberdayaal Nelayan dan

Pembudidaya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan

bagi Nelayar darl Pembudidaya Ikan.

Hurufj
Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah

Penyelenggaraan Perlindungan dalr Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan ha,rus mempertimbalgkal karakte ristik
sosial,ekonomi, dait budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku

dalam tata kehidupan masyarakal setempat.

Huruf k

Yalg dimaksud dengal 'asas kelestarial fungsi lingkungal hidup'

adala-h Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaai Nelayan

dan Pembudidaya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana,

tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan

hidup, baik seca,ra biologis, 1lleka.nis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cul pjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 11)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengolahal" adalah mngkaiar kegiatan

dar/atau perlakuan dari baiarl baku lkan sampai menjadi produk

akhir.

Yang dimaksud dengan 'pemasaral' adalah rangkaian kegiatan

memasarkal Ikan dan produk olahannya mulai dad merencanakat,

menentuka.n harga, melakukarr promosi, dan mendistribusikan

seca,ra sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Ayat ( 1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yarg dimaksud dengan 'teknologi sederhala" adalah

teknologi Pembudidayaan Ikan dengan caJ'a antara lain,

menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

Yang dimaksud dengan "teknologi semi-intensiF adalah

teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara antzra lain,

menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan

menggunakan kincir.

Hurul b

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat 12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengai 'Ikan" adalai segala jenis o|ganisme

ya,ng seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di

dalam lingkungan perairan. Jenis lka.n meliputi:

a. Ikan bersirip {pisces};

b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);

c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, darl sebangsanya

{mollusca};

d. ubur-ubur dan sebangsatya {coelenterata};

e. tripang, bulu babi, dan seba.ngsanya (echinodemata);

f. kodok dal sebar.rgsanya (amphibial;

g. b,Jaya, p€n,.u, kura-kum, biawak, ular air, dan

sebangsanya {reptilia);

h. paus, lumtra-lumba, pesut, duyung, dan sebargsarya

(mammalia);

i. rurnput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya

dida]ain air {algae); dan
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j. biota perairan lainnya yang tlerkaitan dengan jenis-jenis

diatas semuanya termasuk bagia!-bagiaonya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'potensi lahan' adaJah lahan/area

yang dapat digunatan untuk kegiatan Pembudidayaar Ikarr

secara optimal.

Huruf d

Cukupjelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukupjelas-

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Hurufj
Cukupjelas.

Pasal I
Pencatata! administrasi kependudukan dilakukan dengan

mencantumkan peke{aar Nelayan dan Pembudidaya Ikan di kolom KaJtu

Tanda Penduduk.

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 1I

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukupjelas

Pasa.l 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukupjelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

CUL-upjelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat {3)

Huruf a

Yang dimatsud denga-n usumber energi lainnya" adalah

sumber energi baru dan lerbarukan, antara lain, energi angjn,

sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan mua.ra dimaksudkan

agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan

kegiatar Usaha Pedkanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukupjelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukupjelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c

Cukup jelas-

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan produksi' adalah jalan yang

menghubungkar €rtara lahan Pembudidaya lkan darl jalarl

umum.

Huruf e

Cukupjelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah

prasaftrra yang dibangun untuk menangani Lmbah secara

sederhara agar kondisi lingkungan dapat tedaga dengan

baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (s)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi' adalah jalan yang

menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran

dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasa122

Cukupjelas-

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat {1)

Huruf a

Cnkup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Ayat {2}

Huruf a

Cukup je1as.

Huruf b

Cukup jeias.

Huruf c

Cukupjelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Hurul d

Cukupjelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pakan' adalah asupan nutdsi yang

berasal dari baiart makanan tunggal atau canpurar, baik

yang diolal maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk

kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan

berkembalg biat.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat lkan" adalah sediaan obat yang

dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit lkan,

membebaskan gejaia penyakit Ikan, atau memodifikasi proses

kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik,

farmasetik, premiks, probiotik, dan otlat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "geoisolator" adalah lapis plastik

kedap air.

Huruf e

Cukupjelas.
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Cukupjelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukupjelas.

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Cukupjelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Humf m

Cukup jelas.

Ayat (s)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong

penampungan, al<uarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatarr penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan,

keranjalg, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikaran, seperti lema,ri asap,

panci perebusan, steamer, kompor, darbak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, sepefti cool box, dan freezer.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display

dan show ca.se.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
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Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti

vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.

Ayat {6)

Cukup je1as.

Pasal 25

Cukupjelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

PaseJ 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan

harga lkal} yang menguntungkar bagi Nelayan daf}

Pembudidaya Ikan dapat dilakuka,n melalui penetapai Harga

Pembelian Pemerintalr.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan

pengolahan' ada-lai upaya yang dilakukan untuk menjaga

lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaal sistem

dninase dan penyediaan tempat penarganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat i2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukupjelas.
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Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "sistem lantat dingln" addalt
penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4"C (empat

derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yartg

dilakukan secara terus menerus sejak

penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dari

pendistribusian sampai pada konsumen tanpa menguba-h

stfltktur dan bentuk dasar.

Ayat {3i

Cukupjelas.

Ayat \a)

Cukup jelas.

Ayat {s)

Ruang penghidupar meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan

atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkal kapal Perikanan,

dan tempat tinggal Nelayan Keci1, Nelayan Tradisiona.l, Pembudi

Daya lkanKecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat {2J

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi

untuk:

1J menyimpan Ikan dar produk Perikanan, sepefti gudarg

beku {cold storageJ, gudang penyimpaa, dan mesin

penbeku;

2) menyimpan lkan hidup, seperti kolam lkan/tambak dan

Lrak penarnpung; dan/atau

3) menlmpal bahan dan a-lat produksi, seperti gudang

penyimpan
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Huruf il

Transpodasi komoditas Perikanall, antara lain, berfungsi

untuk:

1) mengangkut Ikan dan prcduk Pedkanan, seperti kapal

pengangkut lkan, pesawat udara, kendaraal angkut Ikat
yalg berpendingin maupun tidak berpendingin;

2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapa.l pengangkut lka!,
pesawat uda-ra, kendaJaan angkut Ikan hidup; dan/atau

3) mengangkut ba}1al dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusia! antara lain berfungsi untuk:
1) Mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau,

seperti depo pemasaran Ikan,pasar Ikan, dan outlet

pemasa-ran hasil Perikanan; dan

2) Mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko

dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimal<sud dengal upenyewa kapa1" adala! setiap orang yarg

menguasai kapal Penangkap Ikar milik orang lain berdasarkan

pedanjian.

Yang dimaksud dengan "penyewa lahan budidaya' adalah setiap

omrg ya.ng menguasai lahat budidaya milik orang lain berdasarkan

pedanjiar.

Ayai {2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1]

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Hu!.itf a

Bencana ala,rn anta,ra lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurnf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat {5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukupjelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat {1)

Cukupjelas.

Ayat (21

Huruf a

Cukupjelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ba,ntuan pembayaran premi asurarsi jiwa dan Asumnsi

Perikanan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara melalui bagial]. al]'g€iaaalf kementeriari terU,aitdar/ atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibayarkan

sampai dinyatakal oleh Pemerinta-tr Pusat dan Pemerintah

Daerah ba,hwa Nelayar Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil

mampu membayar preminya sendiri.
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Pasal 37

Kewajiban membedkat perlindungan atas dsiko Penangkapan Ikan da!
Pembudidayaan Ikan dan pada Nelayaa Buruh, Penggarap Lahan Budi

Daya, diperuntukkan pada Usala Pedkaran skala besar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha milco, usaha
kecil, darl usaha menengai.

Pasal 38

Cukupjelas.

Pasal 39

Ayat (1i

Huruf a

Pedzinan yang terkait dengan Penangkapan lkan bagi Nelayan

Kecil, a]]tata lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor

kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan

berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Huruf b

Cukup je1as.

Ayat (2J

Cukup jelas-

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yarlg dimaksud dengan'standar mutu wajib- adalah Standar Nasiona-l

Indonesia {SNI) yang diberlakukar secara wajib pada Komoditas

Pedkanan dan Komoditas PergaJarrxu.

Pasal 42

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal44

cukupjelas.
Pasal45

Cukup jelas.

Pasa,l 46

Cukupjelas

Pasal 47

Cukup jelas
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Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukupjelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukal melalui studi

banding.

Pasat 51

Ayat {1)

Cukup jelas.

Ayat {21

Cukupjelas.

Ayat {3)

Cukup jelas.

Ayat {41

Cukupjelas.

Ayat {s)

Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayaftan usaha bagi

Nelayan Kecil dan Pembudidaya lkan Kecil.

Ayat (6)

Cukupjelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat {U

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pascaproduksi' meliputi:

i. kegi.atan penanganan lkan di atas kapal sebelum diolah

atau dipasa.rkan untuk penangkapal Ikan;
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ii. kegiatan penatganan lkal'l hidup, Ikan segar, atau

pengemasan benih dal induk setelah panen sebelum

diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikar.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup je1as.

Ayat {21

Cukupjelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasa.l 57

Ayat {1)

Huruf a
Pranata sosial yarg berdasarkal budaya setempat artara lain
pranata sosia.l yang memilik sistem tingkah laku sosial yang

terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas-

Ayat {2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cul':up jelas.
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Pasal 59

Huruf a

Dalam mengembangkal Usaha Perikanal dan Usaha pergaraman

yarg berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas-

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukupjelas.

Pasa.l 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukupjelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat i1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukupjelas.

Ayat {3)

Yang dimaksud dengan 'prosedur sederhana, mudah, dan

p€rsyaratan lunak' adalai tata cara penyalural kredit tanpa

agunan, bunga kredit yang terjargkau, dan/atau bagi hasil yang

menguntungkan sesuai dengan karakteristik Us$a Perikanan.

Ayat (a).

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukupjelas.

Pasal 66

Pafiisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara la.in:

1. algel investor merupakan setiap oralg yang menyediakan dala avqal

usaha darr jaringan bisnisnya untuk ffieffibantu penumbuhan usaha

bagi para Pelaku Usala Perikalar; dan
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2. lilantropis merupakan sumbangan individu atau kelompok yang

berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudarr

kepedulian terhadap se sarna.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukupjelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukupjelas.

Pasa-l 71

Cukup jelas.

Pasal72

Ayat {1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah perusahaan swasta yang

ada disekitarnya.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat {3)

cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

P^sal 74

Cukup jelas.

Pasa]75

Cukup jelas-

PasaJ.76

Cukup jelas.

Pasa.l 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
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